Menimbang

WALI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR  TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 10 bulan
Agustus tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun
Anggaran 2024.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan



Menetapkan
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Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Rapublik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi
Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1218);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020

Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
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Daerah adalah Kota Tangerang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
otonom.

Walikota adalah Wali Kota Tangerang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja
Daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja
Daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik
daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat
berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah
dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Daerah dan/ atau
kewajiban pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk
menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan.



18. Belanja Tidak Terduga adalah belanja Daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan
bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

19. Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran
honorarium dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibayarkan kepada PNS Tenaga

Pendidikan dan Pejabat Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp5.383.876.724.064 terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp4.873.735.981.844
b. Belanja Daerah Rp5.383.876.724.064
Surplus/(defisit) Rp (510.140.742.220)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp510.140.742.220
Pembiayaan Netto Rp510.140.742.220
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp 0,00
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4.873.735.981.844 (Empat Triliun Delapan Ratus
Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh
Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah;

b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan
sebesar Rp2.375.563.817.360 (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima
Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b.  Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar



3)
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Rp2.044.750.994.590 (Dua Triliun Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh
Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp102.224.084.576 (Seratus Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan
Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.467.177.212 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus
Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp205.121.560.982 (Dua Ratus Lima Milyar Seratus Dua Puluh
Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp2.498.172.164.484 (Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus
Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh
Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b.  Pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl1.793.547.992.000 (Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh
Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua
Ribu Rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp704.624.172.484 (Tujuh Ratus Empat Miliar Enam Ratus Dua
Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat
Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.383.876.724.064
(Lima Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta

Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a.  Belanja operasional,
b.  Belanja modal; dan

c.  Belanja tidak terduga.

Pasal 7
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Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan
sebesar Rp4.453.657.543.560 (Empat Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam
Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh
Rupiah), yang terdiri atas:

a.  Belanja pegawai;

b.  Belanja barang dan jasa;

c.  Belanja subsidi;

d.  Belanja hibah; dan

e.  Belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.876.932.704.837 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Sembilan
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh
Rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp2.355.182.949.123 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Seratus
Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh
Tiga Rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp37.400.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp181.698.089.600 (Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh
Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
Belanja bantuan sosial sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp2.443.800.000 (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan
Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan
sebesar Rp886.207.070.671 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus
Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a Belanja modal tanah;

b.  Belanja modal peralatan dan mesin;

c.  Belanja modal gedung dan bangunan;

d.  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e.  Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp102.030.071.477 (Seratus Dua Miliar Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).



(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp182.507.409.425 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Lima
Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp192.489.724.941 (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Empat
Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus
Empat Puluh Satu Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp378.893.858.322 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar
Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga
Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp20.039.995.687 (Dua Puluh Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp10.246.010.819 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Sepuluh
Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp44.012.109.833 (Empat Puluh Empat Miliar Dua Belas Juta Seratus Sembilan Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp510.140.742.220 (Lima
Ratus Sepuluh Miliar Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus
Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan merupakan Sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

(1) Selisin antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(510.140.742.220) (Lima Ratus
Sepuluh Miliar Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus
Dua Puluh Rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar Rp(510.140.742.220) (Lima Ratus Sepuluh Miliar
Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh
Rupiah).
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Pasal 12

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2024,
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1)  Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran
berkenaan seperti :

a) Belanja Pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji,
tunjangan; dan

b) Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk pembayaran telepon air,
listrik dan internet.

2) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain
pendidikan kesehatan melaksanakan kewajiban kepada pihak Kketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 13

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah Kota Tangerang ini terdiridari:

1.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran Il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran 111 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran 1V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk PemenuhanSPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

Lampiran V111 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD;

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain- Lain;

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;dan

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Wali Kota Tangerang menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang .

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSY AH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR
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